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A. APA DAMPAK MBG PADA KONDISI USAHA MIKRO KECIL?
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1. MBG membantu meningkatkan konsumsi secara 
sementara, namun tidak berdampak pada 
keberlanjutan pendapatan.
Apa yang dicapai dengan kebijakan ini?
● Mencegah kelaparan dan gizi buruk
● Mengurangi pengeluaran rumah tangga dalam 

jangka pendek (terutama bagi keluarga miskin)
● Secara politik terlihat dan populer secara sosial

Apa yang tidak diperbaiki oleh kebijakan ini
Tidak meningkatkan pendapatan rumah tangga
Tidak menciptakan pekerjaan produktif
Tidak memperkuat rantai permintaan usaha mikro 

lokal

3

Dalam istilah ekonomi:
Makanan gratis merupakan pengganti biaya konsumsi, 
bukan sumber penghasilan.

Jadi:
● Rumah tangga terbantu sebagian biaya makan 

→ tetapi tetap memiliki arus kas yang rendah
● UMKM masih menghadapi permintaan pasar 

yang lemah
● Pekerja informal masih kekurangan penghasilan 

yang stabil

CATATAN: Daya beli bergantung pada penghasilan 
tunai, bukan hanya akses terhadap makanan.



2. Likuiditas tertahan di bank — tidak mengalir ke 
UMKM.

Meskipun pemerintah telah menambah likuiditas 
perbankan untuk mendorong ekonomi dari sisi 
supply keuangan sehingga sistem perbankan likuid, 
namun transmisi kredit kepada UMKM terputus.

Mengapa likuiditas tidak sampai ke usaha mikro dan 
kecil?

● Aversi risiko
● Bank lebih memilih obligasi pemerintah atau 

korporasi besar
● UMKM dianggap berisiko tinggi dan margin 

rendah
● Hambatan jaminan dan formalitas
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Banyak UMKM kekurangan:

● pembukuan formal
● sertifikat tanah
● status usaha yang sah
● Suku bunga riil yang tinggi
● Inflasi + premi risiko = kredit yang mahal
● Bahkan pinjaman bersubsidi seringkali tetap 

tidak menarik
● Dampak pasca-pandemi masih terasa
● Banyak UMKM masih memiliki riwayat 

restrukturisasi → dianggap berisiko

Hasil: Likuiditas beredar di sektor keuangan, bukan 
di ekonomi riil.



3. Daya beli tergerus oleh “inflasi tersembunyi”

Inflasi resmi mungkin terlihat terkendali, tetapi inflasi 
yang dirasakan lebih tinggi bagi kelompok 
berpenghasilan rendah.

Apa yang sebenarnya dihadapi oleh rumah tangga
Kenaikan harga:
● makanan berprotein
● transportasi
● bahan bakar memasak
● sewa
● biaya pendidikan dan kesehatan
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Pada sisi lain pertumbuhan pendapatan:
● mandek
● informal
● tidak stabil

Hal ini menyebabkan:
Penurunan daya beli riil — orang-orang menghabiskan 
lebih banyak uang tetapi membeli lebih sedikit barang.

Jadi, meskipun:
● PDB tumbuh
● Angka inflasi headline rendah

Namun: Daya beli riil tetap menurun



4. UMKM terjepit dari kedua sisi

Masalah sisi permintaan
● Konsumen memprioritaskan barang-barang pokok dan semakin sensitif terhadap harga
● Pengeluaran diskresioner (pengeluaran non-esensial atau tidak wajib) seperti hiburan dan jajan anjlok
● Toko-toko lokal kehilangan omzet

Masalah sisi pasokan
● Biaya input yang lebih tinggi
● Biaya logistik dan platform
● Barang impor mengalahkan produk lokal
● Pasar digital lebih mengutamakan skala, bukan penjual mikro

UMKM menghadapi: margin yang menyusut + volume yang menyusut = kematian perlahan, bukan kolaps 
mendadak. Program populis seperti MBG sulit diakses oleh UMKM karena butuh modal besar dan koneksi 
kuat.
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5. Pengeluaran fiskal tidak bersifat pro-UMKM 
dalam hal peredaran.

Bahkan program sosial berskala besar pun dapat gagal secara ekonomi jika uang tidak beredar secara lokal.

Titik kebocoran utama
● Pengadaan terpusat
● Kontraktor besar
● Bahan pangan impor
● Biaya administrasi

Bandingkan:
● Pengadaan berbasis UMKM lokal → multiplier yang kuat
● Pengadaan terpusat → multiplier yang lemah dan terbatas, dinikmati oleh kroni dan elit.

CATATAN: MBG mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi tidak menyuntikkan uang tunai ke dalam ekonomi 
lokal.
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6. Korupsi dan praktik mencari rente 
menghancurkan efek pengganda (multiplier 
effect)
Korupsi berdampak negatif lebih besar pada UMKM daripada perusahaan besar.

Dampak:
● Dana publik bocor sebelum sampai ke masyarakat
● UMKM terpinggirkan dari proses pengadaan
● Penegakan hukum yang tidak adil
● Biaya informal yang meningkat (izin, keamanan, akses) pada UMKM sementara pelaku 

usaha besar atau usaha milik kroni mendapatkan banyak kemudahan 

Secara ekonomi: Korupsi mengubah stimulus yang semestinya memberdayakan UMKM 
menjadi “uang mati” karena tidak beredar di ekonomi lokal dan tertahan pada elit dan kroni.
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7. Masalah ketenagakerjaan struktural (masalah 
utama)
Realitas pasar tenaga kerja Indonesia:

Sebagian besar pekerjaan baru adalah:
● informal
● berproduktivitas rendah
● bergaji rendah
● Pekerjaan berpendapatan menengah dan stabil tumbuh lambat

Oleh karena itu:
● Orang-orang “bekerja” tetapi tidak mendapatkan penghasilan yang cukup
● UMKM beroperasi di ekosistem berpendapatan dan nilai tambah rendah

MBG dan likuiditas perbankan dalam kondisi saat ini tidak dapat menggantikan: pertumbuhan 
produktivitas, gaji yang layak, industri yang bernilai tambah tinggi.
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Ringkasan A
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Kemampuan daya beli Indonesia dan UMKM sedang menurun karena peningkatan 
pendapatan, penyaluran kredit, dan sirkulasi ekonomi lokal secara struktural 
lemah, sementara kebijakan saat ini lebih fokus pada dukungan konsumsi dan 

stabilitas keuangan, bukan pada mata pencaharian produktif.



B. Mengapa industri pertambangan dan perkebunan 
kelapa sawit di Indonesia gagal menghasilkan nilai 

tambah  dan efek pengganda yang signifikan, meskipun 
mendominasi ekspor dan penggunaan lahan?
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1. Sektor ekstraktif secara struktural merupakan 
industri dengan multiplier yang rendah.

Mengapa pertambangan dan perkebunan berbeda dari manufaktur
● Intensif modal
● Banyak bergantung pada impor teknologi untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan hilirisasi
● Penyerapan tenaga kerja relatif  terbatas
● Rantai pasok lokal yang pendek

Dampak ekonomi
● Kontribusi tinggi terhadap PDB
● Dampak lapangan kerja rendah
● Hubungan hulu-hilir yang lemah

Setiap dolar yang dihasilkan dari pertambangan beredar jauh lebih sedikit kali dalam ekonomi lokal 
dibandingkan dengan dolar yang dihasilkan dari manufaktur atau jasa.
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2. Masalah “ekonomi enklave” (alasan utama)

Bagaimana industri ekstraktif bekerja: beroperasi 
di daerah terpencil. Berbagai aspek dikerjakan 
mandiri:
● perumahan
● logistik
● katering
● keamanan
● Bahan baku dipasok atau hasil ekstraksi 

dikirim secara nasional atau internasional, 
bukan secara lokal

Ekonomi lokal cenderung mendapatkan:
● Pekerjaan skill rendah sehingga gaji rendah
● Pemanfaatan fasilitas secara terbatas
● Kompensasi atas tanah/hutan
● Program CSR
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Mine / Plantation
↓

National / Global Suppliers
↓

Head Office / Foreign Owners
↓

Capital Outflow



3. Nilai ditangkap di hulu dan hilir, bukan pada 
tahap manufacturing, branding & logistik.

Indonesia sebagian besar berfokus pada:
● penambangan bijih
● minyak sawit mentah (CPO)

Sementara:
● teknologi pengolahan menjadi produk 

akhir
● Bahan-bahan kimia khusus yang 

diperlukan untuk mengolah
● Jaringan pemasaran dan branding 

barang konsumen bermerek
dikendalikan di tempat lain.
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Stage Value Share

Extraction Low

Processing & refining Medium

Manufacturing High

Branding & logistics Very high

Tahap dengan nilai tambah 
terbesar



4. Penyerapan tenaga kerja sangat terbatas.

Kondisi di lapangan:
● Tambang modern: ratusan pekerja, bukan ribuan
● Perkebunan kelapa sawit:

○ musiman
○ upah rendah
○ keterampilan rendah

● Otomatisasi mengurangi kebutuhan jumlah tenaga kerja

Hasil: Nilai ekspor tinggi ≠ pendapatan rumah tangga tinggi

Oleh karena itu:
● Daya beli stagnan
● UMKM lokal kekurangan pelanggan
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5. Pendapatan bocor sebelum menjadi modal 
pembangunan.

Saluran kebocoran utama
● Repatriasi keuntungan
● Penghindaran pajak & penetapan biaya transfer (transfer pricing)
● Penambangan ilegal & perkebunan ilegal
● Korupsi dalam perizinan & pengadaan
● Pembangunan infrastruktur yang menguntungkan perusahaan, bukan 

masyarakat karena terdapat konflik kepentingan para pejabat.

Jadi, bahkan ketika:
● royalti dibayarkan
● ekspor tinggi

CATATAN: Nilai bersih yang didapatkan relatif kecil dan tidak sebanding 
dengan kerusakan yang ditimbulkan.

16



6. Integrasi industri domestik/lokal yang lemah.

Sektor ekstraktif gagal mendorong:
● Berkembangnya kompetensi teknis pada tingkat lokal
● Manufaktur mesin
● Industri kimia
● Penelitian & inovasi
● Jasa terampil

Mengapa?
● Sistem pengadaan terpusat dan seringkali bias terhadap desakan dari kroni penguasa
● Perusahaan lokal kekurangan skala & sertifikasi
● Kebijakan lebih mengutamakan vendor yang sudah siap daripada yang perlu pengembangan 

kapasitas

Hal ini menghambat: akses pelaku ekonomi lokal dan UMKM sulit “naik kelas”.

17



7. Biaya lingkungan dan sosial menegasikan 
keuntungan yang diperoleh.

Faktor negatif tersembunyi
● Deforestasi yang memicu hilangnya 

keanekaragaman hayati dan bencana 
banjir/longsor

● Pencemaran air yang mempengaruhi 
kesehatan, pertanian, dan peternakan

● Hilangnya mata pencaharian (perikanan, 
pertanian)

● Dampak kesehatan karena paparan polusi 
secara terus menerus

● Konflik sosial

Net effect: Gross value ↑, net welfare ↓
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Extractive GDP ↑
But:

Agriculture ↓
Fisheries ↓
Tourism ↓
Public health costs ↑



8. Ekonomi politik: praktik mencari rente 
mengalahkan agenda pembangunan.

Sektor ekstraktif:
● Menghasilkan keuntungan mudah
● Mendorong dominasi politik
● Menghambat diversifikasi
● Mengurangi urgensi reformasi dan 

perbaikan tata kelola

Ini adalah dinamika kutukan sumber daya 
klasik:
● Kekuasaan terkonsentrasi di sekitar lisensi
● Inovasi menjadi tidak perlu
● Produktivitas stagnan
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Resource Abundance
→ Enclave Extraction
→ Low Employment
→ Weak Local Demand
→ Limited MSME Growth
→ Low Multipliers
→ Persistent Inequality
→ Political Rent-Seeking
→ Reinforced Enclave Model



Ringkasan B
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Pertambangan dan kelapa sawit gagal membawa kemakmuran yang luas di 
Indonesia karena beroperasi sebagai sistem enklave yang padat modal dan 

didorong oleh mekanisme sewa hutan negara, yang mengekstraksi nilai lebih cepat 
daripada menyebarkannya, sambil menimbulkan biaya lingkungan dan sosial yang 

menghambat perkembangan jangka panjang.



C. Bagaimana mengatasi pegawai negeri sipil yang tidak 
produktif dan birokrasi yang berbelit-belit?
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1. Diagnosis masalah sebenarnya (bukan yang 
resmi disampaikan).

Birokrasi Indonesia bukanlah sekadar tidak kompeten — melainkan 
secara rasional tidak produktif.

Pegawai negeri sipil merespons secara logis terhadap sistem di mana:
● Gaji tidak terkait dengan hasil kerja
● Promosi bergantung pada loyalitas, senioritas, dan jaringan
● Pengambilan risiko dihukum, bukan dihargai
● Penyerapan anggaran lebih diutamakan daripada hasil

Singkatnya: birokrasi mengoptimalkan keamanan dan rente, bukan 
kinerja.
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2. Perubahan strategi: dari “administrasi” ke 
“produksi”.

A. Redefinisi peran pegawai negeri sipil

Ganti:
● kepatuhan terhadap peraturan
● produksi dokumen
● pengeluaran anggaran

Dengan:
● pelayanan publik
● dampak ekonomi
● nilai tambah bagi warga

Hal ini memerlukan perubahan mekanisme 
pertanggungjawaban.
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B. Mandat berbasis Outcomes (tidak dapat ditawar)

Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah 
harus memiliki 3–5 hasil yang dapat diukur, misalnya:
● Pertumbuhan pendapatan UMKM
● Waktu pengolahan izin
● Penciptaan lapangan kerja lokal
● Pengurangan biaya logistik

Hindari dan larang indikator kinerja seperti:
● Jumlah pertemuan
● Laporan yang diajukan
● Program yang diluncurkan

Anggaran harus dikaitkan dengan outcomes, bukan 
aktivitas.



3. Hilangkan budaya “mediokritas yang aman”.

Buat dua jalur yang jelas:
Jalur kebijakan profesional dan teknis
● Ekonom, insinyur, perencana
● Kontrak kinerja
● Gaji kompetitif

Jalur pelayanan administratif
● Tugas-tugas yang terstandarisasi dan dapat 

diotomatisasi
● Prosedur Operasional Standar (SOP) yang 

ketat
● Diskresi yang terbatas

Hal ini mengurangi: pencarian rente dan 
ketidakmampuan yang bersembunyi di balik 
wewenang
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Setiap 3–5 tahun:
● Audit independen rasio staf-output
● Lembaga harus membenarkan:

○ mengapa jumlah staf tidak 
dapat dikurangi

○ mengapa tugas-tugas tidak 
dapat diotomatisasi

Personil dalam posisi yang tidak dapat 
justifikasi kuat:
● dipindahkan ke posisi lain
● dilatih ulang
● atau diberhentikan dengan hormat



4. Otomatisasi keputusan, bukan hanya 
administrasi.

Digitalisasi gagal ketika:
● formulir beralih ke online
● kebijakan/diskresi tetap offline

Reformasi sejati memerlukan:
● aturan keputusan algoritmik
● basis data nasional yang terstandarisasi
● persetujuan otomatis untuk izin berisiko rendah

Hal ini:
● menghilangkan tawar-menawar keputusan 
● mengurangi korupsi
● menghapus “pejabat pengawas”

25



5. Ubah insentif secara drastis namun adil.

A. Perbedaan gaji (sensitif tetapi penting)

● Pekerja berprestasi tinggi: perlu 
mendapat gaji yang jauh lebih tinggi

● Pekerja yang terus-menerus 
berkinerja minimal: perlu ada 
dampak pada kemajuan karir 

● Tidak ada kenaikan gaji otomatis

Kompresi dan penyetaraan gaji di sektor 
publik menjamin kualitas yang biasa-
biasa saja.
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B. Lindungi para reformis, bukan hanya pelapor

Pejabat yang:
● mempermudah prosedur
● menolak praktik mencari keuntungan 

pribadi
● mengungkap kolusi

Harus mendapatkan:
● perlindungan hukum
● percepatan karir

Jika tidak, orang baik akan pergi, sistem buruk 
tetap ada.



Ringkasan C
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Birokrasi Indonesia tidak produktif bukan karena budaya, tetapi karena sistem 
saat ini mengutamakan keamanan, kerahasiaan, dukungan politik dan pencarian 
rente — reformasi hanya berhasil dengan mengubah insentif, mengotomatisasi 
kekuasaan, dan melakukan transparansi proses dan keputusan sehingga dapat 

diperiksa oleh publik..



D. Bagaimana mengatasi cengkeraman “bohir politik” 
dalam pemerintahan dan kebijakan ekonomi?
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1. Memahami masalah “bohir politik” dengan 
benar

Indonesia tidak mengalami masalah dengan keberadaan “orang kaya”. Indonesia 
bahkan membutuhkan dan ingin sebagian besar warga menjadi kaya.

Indonesia mengalami masalah karena:
oligarki yang dilindungi secara politik yang mengubah uang menjadi kendali 
kebijakan.

Kekuatan para bohir tetap bertahan karena:
● pendanaan kampanye tidak transparan
● pengadaan barang dan jasa terpusat
● pemberian izin bersifat diskresioner
● penegakan hukum bersifat selektif
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2. Memutuskan lingkaran uang-kekuasaan 
(reformasi utama)

A. Transparansi radikal dalam 
pembiayaan politik

Pengungkapan penuh mengenai:
● donatur
● penerima manfaat
● kepemilikan yang menguntungkan
● Akses publik secara real-time

Tanpa hal ini:
Pemilihan umum tetap menjadi “lelang 
politik”.
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B. Undang-Undang Persaingan Usaha yang 
Efektif (bukan sekadar simbolik)

Undang-Undang Persaingan Usaha harus 
menargetkan:
● Akselerasi bisnis bohir lintas sektor
● Monopoli vertikal
● Penetapan harga kartel
● Penegakan hukum harus otomatis, 

bukan berdasarkan pengaduan.

Hal ini memerlukan kemandirian dan kekuatan 
bagi lembaga seperti Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan regulator persaingan usaha.



3. Desentralisasikan peluang ekonomi, bukan 
korupsi.

Para bohir mendominasi karena:
● proyek-proyek besar yang terpusat
● pengadaan skala besar
● model bisnis yang padat modal

Strategi kontra:
● membagi proyek menjadi kontrak-

kontrak kecil
● menyisihkan porsi untuk UMKM dan 

mewajibkan skema konsorsium pada 
kegiatan yang bisa dilakukan UMKM

● proses pengadaan yang transparan 
dengan melacak rekam jejak para bohir 
di proyek-proyek sebelumnya.
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Hal ini berpotensi untuk:
● mengurangi dominasi oligarki atau bohir 

politik yang mengandalkan “relasi 
khusus” untuk mendapatkan konsesi atau 
pengecualian

● meningkatkan jumlah pelaku ekonomi 
yang berpartisipasi sehingga memperluas 
basis pertumbuhan ekonomi

● menciptakan keseimbangan ekonomi dan 
politik. Secara politik semua kekuatan 
politik memiliki modal yang setara dan 
dapat dipertanggungjawabkan.



4. Hentikan pembentukan peluang rente dari 
sumbernya.

Pengaruh pengusaha besar semakin kuat di mana ada peluang rente:
● konsesi tanah
● izin pertambangan
● kuota impor
● pengecualian regulasi

Strategi:
● ganti izin dengan aturan
● izin berbatas waktu
● perpanjangan otomatis berdasarkan kepatuhan
● Diumumkan kepada publik sekaligus memberi kesempatan publik untuk mengajukan 

keberatan dengan dasar-dasar yang kuat

Semakin sedikit diskresi = semakin sedikit lobi.
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5. Buat para bohir berinvestasi, bukan 
mengeksploitasi.

Wajibkan:
● Persyaratan reinvestasi domestik, khususnya untuk industri dasar dan 

olahan
● Kewajiban penguatan dan fasilitasi pemasok lokal untuk “naik kelas”
● Klausa transfer teknologi dalam segala konsesi, ijin, maupun kuota.
● Pengembangan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

yang jelas, terukur, dan dilaporkan secara rutin

Para bohir harus memilih:
membangun kemampuan domestik

atau
kehilangan hak istimewa
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Ringkasan D
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Tidak ada reformasi yang berhasil tanpa penyeimbang.
Indonesia membutuhkan:

● UMKM yang diberdayakan
● asosiasi profesional
● media independen

● masyarakat sipil yang berbasis data
● unit kebijakan teknokratis yang terisolasi dari politik

Reformasi bukanlah soal moral — melainkan kemauan dan kemampuan rekayasa 
politik.



Perkumpulan Amerta
info@amerta.or.id
www.amerta.or.id

Terima Kasih
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